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PUTUSAN
Nomor 840/Pdt.G/2023/PA.Ktp

v ~r

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KETAPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah
menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:
PENGGUGAT, NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir Malang, 07 Juli
1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XXxxXXxxx
XXXXX  XXXXXX, bertempat tinggal di KABUPATEN
KETAPANG;
Penggugat;
Lawan
TERGUGAT, NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir Kudus, 13 Februari
1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
XXXxXXX, bertempat tinggal di KABUPATEN KETAPANG;
Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 November 2023
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang, Nomor
840/Pdt.G/2023/PA.Ktp, tanggal 10 November 2023, dengan dalil-dalil pada
pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan
Tergugat pada hari Senin, tanggal 02 Juni 2008, di hadapan Pegawai
Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendawangan,
XXXXXXXXX XXXXXXXX, Sebagaimana tercantum pada Duplikat Kutipan
Akta Nikah Nomor : xxxx13.04/Pw.01/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023;

2. Bahwa,selama dalam perkawinan antara Penggugat dan
Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama; - xxxx,
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lahir di Kota Waringin, 25 April 2011; - xxxx, lahir di Pebihingan, 27
Januari 2014;

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah
kontrakan di Desa Kendawangan Kiri sampai bulan Juli 2008, kemudian
pindah rumah di xxxx xxxxxxxxxx hingga saat ini;

4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah
menikah berjalan rukun dan harmonis selama kurang lebih 13 tahun,
setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak
harmonis sering terjadi cekcok dan perselisihan terus-menerus yang
disebabkan oleh :

- Tergugat jika marah sering melakukan KDRT;

- Tergugat selingkuh dengan wanita lain;

- Tergugat sering menipu banyak orang;

- Tergugat tidak pernah memberi nafkah selama berpisah;

5. Bahwa, Tergugat sering menipu dan berhutang dengan orang lain
sehingga rumah Penggugat dan Tergugat sering didatangi orang untuk
meminta ganti uang yang telah di tipu serta menagih hutang;

6. Bahwa, Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat
jika marah dan tidak segan-segan untuk memukul serta menganiaya
Penggugat;

7. Bahwa, puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat terjadi pada bulan Juli 2021 yang dimana pada saat itu
Tergugat ketahuan sedang berduaan dengan wanita lain didalam rumah
dan kepergok oleh Penggugat dan Tetangga dan setelah kejadian itu
Tergugat pergi dari rumah hingga saat ini tidak pernah kembali lagi;

8. Bahwa, dari kejadian-kejadian sebagaimana diatas Penggugat
merasa kecewa atas sikap Tergugat dan Penggugat sudah tidak
sanggup lagi untuk menjalani kehidupan berumah tangga bersama
Tergugat, dan sebagai langkah terakhir dari Penggugat dalam
menjalani kehidupan rumah tangga, Penggugat memilih perceraian
sebagai jalan terakhir dan terbaik;

9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul

akibat perkara ini;
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Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Ketapang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai
berikut:

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxx) terhadap

Penggugat (xxxx);

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER

Atau jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya dan patut menurut hukum;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah
datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil’/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan
(relaas) Nomor 840/Pdt.G/2023/PA.Ktp tanggal 15 November 2023 dan Nomor
840/Pdt.G/2023/PA.Ktp tanggal 22 November 2023 yang dibacakan di
persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak
ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu
alasan yang sabh;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan
bukti-bukti berupa:

A. Surat:
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Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Bxxxx/Pw.01/X/2023
tanggal 16 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kendawangan XXXXXXXXX
XXxxxXxxx Provinsi Kalimantan Barat. Bukti surat tersebut telah diberi
meterai cukup dan telah di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan
aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

B. Saksi:
1. SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir Malang, 03 November 1998, umur
25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Xxx XXXXX XXXXXX,
bertempat tinggal di KABUPATEN KETAPANG, di bawah sumpahnya
sebagai Adik Kandung Penggugat memberikan keterangan sebagai
berikut:
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri
sah yang menikabh;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat
pernah tinggal bersama membina rumah tangga dengan rukun
sebagaimana layaknya suami istri dan dari pernikahan tersebut telah
dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi melihat sendiri Tergugat selalu bersikap kasar,
berkata kasar bahkan melakukan kekerasan fisik;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pergi meninggalkan rumah
kediaman bersama Penggugat tanpa nafkah lahir bathin;
2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir Pebihingan, 18 Juli 1980, umur 43
tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXX XXXXX XXXXXX,
bertempat tinggal di KABUPATEN KETAPANG, di bawah sumpahnya
sebagai Tetangga Penggugat memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai
2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat sering
bertengkar Tergugat selalu bersikap kasar, berkata kasar bahkan
melakukan kekerasan fisik;
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- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pergi meninggalkan rumah
kediaman bersama Penggugat tanpa nafkah lahir bathin tidak pernah
melihat lagi Tergugat bersama penggugat;

- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali

namun tidak berhasil

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya
sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas)
Nomor 840/Pdt.G/2023/PA.Ktp tanggal 15 November 2023 dan Nomor
840/Pdt.G/2023/PA.Ktp tanggal 22 November 2023 yang dibacakan di
persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak
ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu
alasan yang sabh;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan
patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir
dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal
149 ayat (1) R.Bg.;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian Penggugat adalah
disebabkan karena Tergugat sering berperilaku kasar kemudian meninggalkan
Penggugat tanpa nafkah lahir dan bathin. Penggugat dan Tergugat telah
berpisah tempat tinggal selama dua tahun lebih hingga sekarang;
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Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau
setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalii gugatan Penggugat karena
Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara
perceraian maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-
alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg./Pasal 163 HIR jo.
Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal
tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalinya telah
mengajukan bukti surat P.1 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah
memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal
285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa sejak tanggal
02 Juni 2008 Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah
sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam
perkara a quo adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal
116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum
Islam Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta
orang-orang terdekat dari pihak Penggugat dan atau Tergugat sebagai saksi
dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan
Penggugat tersebut, bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang
sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah
sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal
171 sampai 175 RBg. jo. Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata, meskipun ada
hubungan kekeluargaan Penggugat dengan saksi-saksi sebagaimana yang
dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 RBg., maka hal tersebut
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diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai lex specialist dari aturan
umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim
berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian
sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan
keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling
bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara a quo, maka
keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga
dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

Fakta Hukum
Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan
fakta hukum sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah
yang menikah pada tanggal 02 Juni 2008 dan dicatat oleh Pegawai
Pencatat Nikah KUA Kendawangan XxXXXXXXXX XXXXXXXX Provinsi
Kalimantan Barat;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat pernah
tinggal bersama membina rumah tangga dengan rukun sebagaimana
layaknya suami istri dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua)
orang anak;
3. Bahwa Tergugat selalu bersikap kasar, berkata kasar bahkan melakukan
kekerasan fisik;
4. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama selama
dua tahun lebih tanpa nafkah lahir bathin;
5. Bahwa antara Penggugat telah diupayakan untuk rukun kembali namun
tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis
Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat sejak dua

tahun lebih hingga sekarang;
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2. Bahwa kedua belah pihak telah meninggalkan kewajiban masing-
masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa karena Tergugat pergi meninggalkan rumah
kediaman bersama, tanpa nafkah lahir bathin dan melakukan tindak kekerasan
terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis
Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah
pecah (broken marriage), oleh karenanya sulit untuk dapat rukun dalam rumah
tangganya. Dengan demikian mempertahankan rumah tangga dalam kondisi
seperti tersebut, bukan saja tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan
sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan
Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3, yakni mewujudkan rumah tangga yang
sakinah, mawaddah dan rahmah, juga sebagaimana termaktub dalam Pasal 1
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni membentuk
rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa, melainkan hanya dapat membawa dampak negatif bagi kedua belah
pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang
mengandung abstraksi hukum bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah
lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah. Dengan
demikian Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat telah memenuhi
ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19
huruf (b) dan (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116
huruf (b) dan (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang
perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-
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Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;
Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum

syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan
MENGADILI:
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT)
terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp905000,00 (sembilan ratus lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari
Selasa tanggal 28 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15
Jumadil Awwal 1445 Hijriah, oleh Tio Feby Ahmad, S.H.l. sebagai Ketua
Majelis, Arif Masdukhin, S.H. dan Mufarrijul Ikhwan, S.H. sebagai Hakim
Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh
Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Yanuar Abrar,
S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat.

Ketua Majelis,

Tio Feby Ahmad, S.H.I.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,
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Arif Masdukhin, S.H. Mufarrijul Ikhwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Yanuar Abrar, S.H.
Perincian Biaya:

1. PNBP
a. Pendaftaran : Rp30.000,00
b. Panggilan Pertama : Rp20.000,00
c. Redaksi : Rp10.000,00
d. Pemberitahuan : Rp10.000,00
2. Proses . Rp75.000,00
3. Panggilan : Rp650.000,00
4. Pemberitahuan : Rp100.000,00
5. Meterai : Rp10.000,00

Jumlah : Rp905.000,00
Terbilang (sembilan ratus lima ribu rupiah).
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